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Abstrak
 

Sejak reformasi 1998 sebagaimana dinyatakan Faultier (2001) tengah terjadi peningkatan fungsi masyarakat

sipil. Dalam penelitian ini penulis melihat terjadinya peningkatan fungsi masyarakat sipil sampai ke tingkat

lokal seperti yang terjadi di Cipari, Cilacap, Jawa Tengah. Bagi sebagian aktifis masyarakat sipil hal itu

dianggap penting karena ujung tombak kedaulatan rakyat sebenarnya ada di tingkat masyarakat desa. Tanpa

perubahan di tingkat masyarakat akar rumput maka perubahan yang terjadi di tingkat nasional tidak akan

memberi pengaruh.

 

Sebagai ide yang diambil dari proses sejarah masyarakat Eropa, ide masyarakat sipil dalam kehidupan di

masyarakat lokal nampak dalam organisasi-organisasi keagamaan yang fungsinya masih sangat terbatas.

Penulis menggunakan definisi masyarakat sipil yang menurut Hikam (1999: 3) terwujud dalam berbagai

organisasi yang dibuat oleh masyarakat di luar pengaruh negara. Dengan definisi tersebut masyarakat sipil

terdiri dari lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial keagamaan, paguyuban, dan juga kelompok

kepentingan di Cipari.

 

Organisasi masyarakat sipil di lokasi penelitian yang mendapat tempat di masyarakat, seperti NU, masih

lebih berorientasi kepada masalah-masalah agama dalam arti sempit (transendental} semata. Program dan

kegiatannya tidak diorientasikan bagi pemenuhan kebutuhan yang nyata bagi anggotanya. Melainkan hanya

berfungsi untuk menjaga tradisi yang telah mapan.

 

Program pemberdayaan masyarakat sipil dalam proses otonomi daerah merupakan upaya yang dilakukan

oleh PP Lakpesdam NU. Program ini bertujuan agar organisasi masyarakat sipil (CSO) di tingkat lokal bisa

memiliki fungsi sebagai organisasi masyarakat sipil yang sebenarnya. Pelaksanaannya dimulai dengan

lokakarya desa di lima desa. Masing-masing lokakarya menghasilkan program desa dan forum warga.

Forum warga sebenarnya tidak direncanakan untuk menjadi organisasi melainkan forum yang sifatnya

informal sebagai wahana diskusi, sharing gagasan dan lain-lain, Dengan demikian Forum warga ini

kemudian menjadi forum bagi organisasi masyarakat sipil di Cipari. Karena program masih dalam tahap

awaI sehingga mereka masih perlu didampingi oleh fasilitator. Untuk memudahkan kerja fasilitator dibentuk

forum warga kecamatan.

 

Adapun program utama dari Forum Warga adalah sosialisasi tentang wacana perubahan kepada masyarakat

melalui beberapa cara. Pertama, dialog publik dan dialog mengenai masalah-masalah yang ada di desa dan

kecamatan Cipari. Kedua, dengar pendapat (public hearing) dengan lembaga pemerintah (Bupati, DPRD,

Camat, Desa dan BPD) dan lembaga penyedia jasa (public service) seperti PLN, KUA. Ketiga, mengadakan

dialog dan seminar tentang otonomi desa dalam kebijakan otonomi daerah, tugas dan wewenang BPD.
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Keempat, menerbitkan bulletin Eling. Forum warga juga sedang merencanakan melaksanakan polling

tentang pandangan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

 

Dengan program pemberdayaan masyarakat sipil dalam proses otonomi daerah telah menciptakan ruang-

ruang diskusi bagi kelompok-kelompok yang berbeda di wilayah kecamatan Cipari. Misalnya antara NU,

Muhammadiyah, Katolik, dan lain-lain. Hubungan antara NU dan Muhammadiyah; hubungan Muslim dan

Non Muslim yang selama ini agak tegang, diharapkan akan bisa mencair.

 

Program pemberdayaan masyarakat sipil dalam proses otonomi daerah, juga telah memberi kontribusi

mengubah orientasi berorganisasi sebagai ritualitas menjaga tradisi, menjadi berorganisasi sebagai wahana

pemecahan alternatif masalah-masalah bersama. Termasuk di dalamnya membawa masalah kehidupan

masyarakat agar mendapatkan perhatian dalam kebijakan publik melalui partisipasi dalam pembentukan

kepemerintahan yang baik (good governance). Karena perubahan paradigma pemerintahan di tingkat lokal

(Cipari) selama ini, baru dimaknai sebagai sebuah keharusan karena datang dari instruksi pemerintah pusat.


